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ABSTRAK 

EFEKTIVIT AS RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN TERHADAP 
KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERTANIAN 

PROVINSI SULAWESI BARA T 

Daryani 

inayanurdin@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 

Universitas Terbuka 

Restrukturisasi kelembagaan pada Dinas Pertanian memberikan dampak terhadap 
beberapa aspek dalam struktur organisasi diantaranya aspek kelembagaan yang 
terdiri dari perubahan struktur dan tugas pokok dan fungsi dinas. Selain itu 
berdampak pada aspek esolonisasi dan penempatan pegawai. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan restrukturisasi kelembagaan 
dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas serta kinerja pegawai pada Dinas 
Pertanian. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Biro Organisasi dan Tata 
Laksana sebagai stakeholder terkait, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, beberapa 
Pejabat Eselon III, dan beberapa Pejabat Eselon IV. Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara wawancara dan observasi, analisis data dilakukan seraca deskriptif 
kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian dan veriflkasi data. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Restrukturisasi Kelembagaan pada Dinas 
pertanian sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
No 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah no 18 tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah masih memerlukan pembenahan pada penyusunan 
struktur organisasi. Sedangkan tugas pokok dan fungsi disetiap bidang pada Dinas 
Pertanian telah dilaksanakan namun kurang optimal karena terdapat tumpang 
tindih atau overlapping tugas pokok dan fungsi pada bidang-bidang tertentu. 

Kata Kunci : efektivitas restrukturisasi, kelembagaan, kinerja pegawai. 

Ill 

43710.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



ABSTRACT 

The Effectiveness of Institutional Restructuring towards Official 
Performances of west Sulawesi Province Agriculture Office 

Daryani 
inayanurdin@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

Institutional restructuring in West Sulawesi Province Agriculture Office effects 

some aspects in the structure of the office organization, namely in institutional 
aspect that is related to the changing of structure and main duties and functions of 
the office. It also effects in the official echeloning and replacement aspects. This 
research aims at analyzing and presenting description of the office institutional 
restructuring and the realization of its main duties, and the performance of its 
officials. Informants of this research are Head of Organization and 
Implementation Bureau as a related stake holder, Head of the Office, Secretary of 
the office, Level III Echelons, and some of the Level IV Echelons. Data collection 
was carried out by interviews and observations. Data analyzes is done by 
qualitative descriptive method through the process of data reduction, presentation 
and verification. 

The result of this research indicates that the institutional restructuring of the office 
as an implementation of West Sulawesi Province Law Number 18 Year 2016 
about Local Government Organization still needs further improvements in 
structure of organization. While all ain duties of each main level, field, has been 
carried out, but not optimal because of some main duties and function are 

overlapped with several other field. 

Keywords: restructur ing effectiveness, institution, official performance 
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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Gambaran Organisasi Dinas Pertanian 

Dinas Pertanian dan Petemakan Provinsi Sulawesi Barat dibentuk 

berdasark:an Peraturan Daerah Nomor.3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Barat, kemudian 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 03 Tahun 2009 serta Peraturan 

Daerah Nomor8. Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian 

dan Petemakan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Terakhir Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat No 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan 

Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta Peraturan Gubemur Nomor 45 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan tata 

Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi barat. 

Visi dan Misi Dinas Pertanian disesuaikan dengan Visi dan Misi Gubemur 

Sulawesi Barat yakni Terwujudnya Pertanian Sulawesi Barat Yang Maju dan 

Malaqbi. Penjelasan Arti Visi : 

1. Pertanian diartikan sebagai usaha atau kegiatru;t pengelolaan dan 

pemanfaatan sumberdaya alam yang meliputi tanah/lahan, air/irigasi, 

tumbuhanltanaman, dan hewan/temak sesuai dengan kewenangan yang 

telah ditetapkan dengan Peraturan dan Perundang-Undangan. 

2. Maju diartikan sebagai kondisi yang optimal terhadap usaha pertanian 

sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besamya bagi pelaku usaha 

pertanian dan masyarakat khususnya Sulawesi Barat. 
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53 

3. Malaqbi' diartikan sebagai: 

)> Pertama : Pelaku us aha pertanian berpengetahuan, 

berketerampilan, berbudaya dan religius. 

)> Kedua : Alam dan lingkungan dikelola dengan baik, profesional 

dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. 

)> Ketiga : Menjaga sikap dan perilaku dalam bek~rjasama dan 

bermitra dengan daerah/ stakeholder lainnya untuk 

membangun Pertanian Sulawesi Barat yang Maju 

sehingga dihormati dan dipercaya. 

Sedangkan Misi Dinas adalah : 

1. Meningkatkan sumberdaya manusia pertanian yang berkualitas, berbudaya 

berkepribadian. 

2. Meningkatkan Produksi dan produktivitas hasil pertanian. 

3. Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan pemasaran hasil produksi 

pertanian. 

2. Kondisi SDM Dinas Pertanian 

a. Sebelum Restrukturisasi 

i. Susunan Organisasi. 

Berdasarkan Peraturan Gubemur No 24 Tahun 2013 tentang 

Tugas pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pertanian dan Petemakan 

Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari : 

a. Sekretariat; 

b. Bidang Tanaman Pangan; 

c. Bidang Petemakan; 

43710.pdf
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d. Bidang Hortikultura; 

e. Bidang Kesehatan Hewan; 

f. Bidang Sarana dan Prasarana; dan 

g. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. 

ii. Sumber daya aparatur. 

Kemajuan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya sangat ditentukan oleh sumberdaya manusia. Kualitas 

sumberdaya manusia sebagai penggerak roda organisasi merupakan faktor 

inteni.al yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategis 

organisasi. 

Dalam lingkup Dinas Pertanian dan Petemakan Provinsi Sulawesi 

Barat, sumberdaya masih minim dari segi kuantitas. Namun keberadaan 

sumberdaya manusia didukung oleh beberapa staf yang cukup potensiat 

baik dari segi itmu maupun dari pengalaman organisasi. 

Pada tahun 2016, jumlah pegawai keseluruhan pada Dinas 

Pertanian dan Petemakan Provinsi Sulawesi Barat yakni Pegawai Negeri 

Sipil 165 orang dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel4.3 Jumlah PNS Berdasarkan Eselon Sebelum Restrukturisasi 

TOTAL 165 

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Distanak Prov. 
Sulbar2016 

43710.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I! 
II 
I I 
! I 
I' II 
I 

II 
I 
I 

I 
II 
II 

55 

Dari 165 (seratus Enam Puluh Lima) orang tersebut di atas, 

sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) orang adalah pejabat struktural yaitu 

1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris Dinas, 6 (Enam) 

orang Kepala Bidang, 7 (tujuh) orang Kepala UPTD, 34 (tiga puluh 

empat) orang Kepala Seksi/Kasubag, 118 (seratus dua puluh dua) orang 

StafNon Esselon. 

Tabel4.4 Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Sebelum 
Restrukturisasi 

4. Diploma3 

5. SMA 40 

TOTAL 165 

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Distanak Prov. 
Sulbar2016 

Pada table 4.4 dapat dilihat bahwa dari 165 pegawai pada Dinas 

Pertanian dan Petemakan, sebanyak 28 orang berpendidikan Strata 2, 88 

orang Strata 1 dan selebihnya sebanya 40 orang berpendidikan SMA. 

iii. Tugas pokok dan Fungsi Organisasi. 

Berdasarkan Peraturan Gubemur No 24 Tahun 2013 tentang 

Tugas pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pertanian dan Petemakan 

Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari : 

{ 1}. Dinas Pertanian dan Petemakan mempunyai tugas pokok unsur 

pelakSana di bidang Pertanian dan Petemakan Provinsi Sulawesi 
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Barat, melaksanak:an urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas 

otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

{2} Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

. ·ayat (1 ). maka Dinas Pertanian dan Petemakan mempunyai fungsi : 

a. Menyusun kebijak:an di bidang Pertanian dan Petemakan; 

b. Pembinaan di bidang Teknis Pertanian dan Petemakan; 

c. Pemberian perizinan di bidang Pertanian dan Petemakan; 

d. Melaksanak:an pengelolaan keuangan; 

e. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas; 

f. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

1) Sekretariat 

(1) Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 

mempunyai tugas Pokok Menyusun perencanaan, pemberian 

pelayanan, pemberian pelayanan administratif kepada semua 

satuan organisasi dan melakukan koordinasi di lingkungan dinas 

dan menyusun program kerja dinas, mengelola urusan keuangan, 

urusan kepegawaian, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, 

hukum penyusunan naskah peraturan perundang-undangan. 

(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari: 

a. Sub bagian umum dan kepegawaian ; 

b. Sub bagian keuangan ; 

c. Sub bagian penyusunan program dan pelaporan. 
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2) Bidang Tanaman Pangan 

(1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas Dinas kebijakan tehnis dan fasilitas tanaman 

pangan. 

(2) Bidang Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari : 

a. Seksi pembenihan dan tanaman pangan; 

b. Seksi produksi tanaman pangan; 

c. Seksi perlindungan dan pasca panen tanaman pangan. 

3) Bidang Peternakan 

(1) Bidang Petemakan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas 

dalam melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan 

fasilitasi Petemakan. 

(2) Bidang Petemakan terdiri dari : 

a. Seksi pembibitan temak; 

b. Seksi budidaya temak; 

c. Seksi pakan temak. 

4) Bidang Hortikultura : 

(1) Bidang Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di 

bidang pembinaan, pengembangan dan penyebaran Produksi, 

Sarana dan Prasarana, Bina Usaha Tani, Penerapan Teknlogi 

pertanian dan Pengendalian Ketahanan Pangan. 
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(2) Bidang Hortikultura terdiri dari: 

a. Seksi perbenihan holtikultura; 

b. Seksi produksi hortikultura; 

c. Seksi pascapanen hortikultura. 

5) Bidang Kesehatan Hewan 

(1) Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di 

bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 

( 4) Bidang Kcsehatan Hewan terdiri dari : 

a. Seksi penyidikan dan pengamatan penyakit hewan; 

b. Seksi pemberantasan dan pencegahan penyakit hewan; 

c. Seksi kesehatan masyarakat veteriner dan pasca pan en. 

6) Bidang Prasarana dan Sarana 

(1) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang. Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Dinas di bidang Prasarana dan Sarana dalam penyiapan bahan dan 

perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan 

teknis di bidang Pengelolaan lahan dan perluasan areal, 

Pengelolaan air, pupuk dan pestisida, .alat dan mesin pertanian, 

serta pembiayaan pertanian. 

(2) Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari: 

a. Seksi pengelolaan lahan dan perluasan areal; 

b. Seksi pengelolaan air irigasi; 
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c. Seksi pupuk pestisida, alat dan mesm pertanian serta 

pembiayaan; 

7) Bidang Pengolahan daan Pemasaran Basil Pertanian 

( 1) Bidang Pengo laban daan Pemasaran Hasil Pertanian dipimpin oleb 

seorang Kepala Bidang. Mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas Dinas di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Pertanian. 

(2) Bidang Pengo laban dan Pemasaran Hasil Pertanian terdiri dari: 

a. Scksi pengo laban basil pcrtanian; 

b. Seksi mutu dan standarisasi, pengembangan usaba dan 

investasi; 

c. Seksi pemasaran basil pertanian. 
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. Bagan 4.3 Struktur organisasi sebelum restrukturisasi 

b. Setelah Restrukturisasi 

1) Susunan Organisasi 

Pada Peraturan Gubemur Nomor 45 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas 

Daerah Provinsi Sulawesi barat, Dinas Pertanian, terdiri atas : 

a. Sekretariat; 

b. Bidang Sarana dan Prasarana; 

c. B~dang Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

d. Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan; 

e. Bidang Penyuluhan; 

f. Bidang Produksi Perkebunan; dan 
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g. Bidang Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan. 

2. Sumber daya aparatur 

Restrukturisasi Kelembagaan pada Dinas Pertanian menyebabkan 

peningkatan jumlah pegawai yang sangat drastis yaitu sebanyak 273 

Pegawai Negeri Sipil dengan rincian: 

Tabel4.5 Jumlah PNS Berdasarkan Eselon Setelah Restrukturisasi 

TOTAL 

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Distanak Prov. 
Sulbar 2017. 

Dari 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) orang tersebut di atas, 

sebariyak 49 (Empat Puluh Sembilan) orang adalah pejabat struktural yaitu 

1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris Dinas, 6 (Enam) 

orang Kepala Bidang, 10 (sepuluh) orang Kepala UPTD, 50 (lima puluh) 

orang Kepala Seksi/Kasubag, 205 (dua ratus lima) orang Staf Non 

Esselon . 
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Tabel4.6 J umlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Setelah 
Restrukturisasi 

4. Diploma 3 

5. SMA 

TOTAL 

7 

92 

273 
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Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Distanak Prov. Sulbar 
2017 

Setelah terjadi penggabungan otomatis terjadi penambahan jumlah 

personil yaitu menjadi 273 pegawai dengan tingkat pendidikan yang berbeda-

beda. Dari 273 PNS ini tingkat pendidikan Strata 1 (S 1) menduduki peringkat 

pertama sebanyak 140 orang, ada penambahan 52, sama halnya jumlah PNS 

dengan tingkat pendidikan setara SMA dan sederajatnya yaitu 92 orang juga 

ada penambahan sebanyak 52 orang. Sedangkan PNS dengan tingkat 

pendidikan setara Diploma sebelum restrukturisasi tidak ada dan setelah 

restrukturisasi menjadi 7 orang dan untuk Strata 2 juga tetjadi penambahan 

meskipun hanya sedikit yaitu 6 orang PNS. 

3) Togas Pokok dan Fungsi Dinas pertanian 

·Peraturan Gubemur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi · 

Sulawesi Barat seperti dijelaskan sebagai berikut : 

(1) D'inas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan 

unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Pertanian yang 
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menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan 

kepada Daerah. 

Adapun Tugas dan Fungsi masing masing bidang adalah : 

(1) Dinas Pertanian mempunyai tugas Membantu Gubeniur melakukan 

urusan pemerintahan dibidang pertanian meliputi sarana dan prasarana, 

tanaman pangan dan hortikultura, petemakan dan kesehatan hewan, 

penyuluhan, produksi perkebunan, perbenihan dan perlindungan 

perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan 

yang ditugaskan kepada daerah. 

(2) Dinas Pertanian dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1 ), menyelenggarakan fungsi : 

a." Penyelenggaraan perumusan kebijakan dibidang sarana dan 

prasarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, petemakan 

dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian; 

b. Penyelenggaraan penyusunan program penyuluhan pertanian; 

c. Penyelenggaraan penataan prasarana pertanian; 

d. Penyelenggaraan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, 

benihlbibit temak dan hijauan pakan temak; 

e. Penyelenggaraan pengawasan saranapertanian; 

f. Penyelenggaraan pembinaan produksi dibidang pertanian; 

g.: Penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit 

1 tanaman dan penyakit hewan; 
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h. Penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan bencana alam; 

i. Penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran basil 

pertanian; 

j. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian; 

k. Penyelenggaraan pemberian izin usahalrekomendasi teknis 

pertanian; 

1. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dibidang pertanian; 

m. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan 

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

1) Sekretariat 

· (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 huruf a, 

mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif 

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas pertanian; 

Sekretariat, terdiri atas : 

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

1) Bidang Sarana dan prasarana 

(1) Bidang Sarana dan prasarana Pertanian mempunyai tugas 

i' 

melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian 
I I I, 

I , I bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang sarana 

' 
'i 

'I 

'i 
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dan prasarana pertanian. 

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, terdiri atas : 

a. Seksi Lahan dan Investasi; 

b. Seksi Pengelolaan Air lrigasi Pertanian; dan 

c. Seksi Pupuk, Pestisida, Alsin dan Pembiayaan. 

2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 

(1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 332, mempunyai tugas melakukan penyusunan, 

pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta 

pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan dan 

Hortikultura. 

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas : 

a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan; 

b. Seksi Produksi; dan 

c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran. 

:I 
:I I: 

3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

I 

:I (1) Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 332, mempunyai tugas melakukan 

penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan 

teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang petemakan dan 

kesehatan hewan. 
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Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas : 

a. Seksi Perbibitan, Produksi dan Pakan; 

b. Seksi Kesehatan Hewan; dan 

c. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran. 

4) Bidang Penyuluhan 

(1) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyusunan 

kebijakan, program dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. 

Bidang Penyuluhan, terdiri atas : 

a. Seksi Kelembagaan; 

b. Seksi Ketenagaan; dan 

c. Seksi Metode dan Informasi. 

5) Bidang Produksi Perkebunan 

(1) Bidang Produksi Perkebunan mempunyai tugas melakukan 

penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan 

teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang produksi 

perkebunan. 

Bidang Produksi Perkebunan, terdiri atas : 

a. Seksi Tanaman Perkebunan; 

b. Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha; dan 

c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil. 

6) Bidang Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan 

I 

i I 
I' 

I I 
i 
! 
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(1) Bidang Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan mempunyai 

tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan 

pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi 

dibidang perbenihan dan perlindungan perkebunan. 

Bidang Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan, terdiri atas : 

a. Seksi Perbenihan; 

b. Seksi Pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT); 

dan 

c. Seksi Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan 

Pencegahan Kebakaran. 

S'tRUKTVR ORGAliiSASI 

I I 
l.a::lfita:1 XIX~ G~Fror'.m.iS~Ba."ll: 
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_, 

l liEKRETARIS J 
J JWp.Jabfung 
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Perki?bunan 
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Lalian dan Produksi dan 

Kelerilbagaan Tanamon Perbeniban 
P,rtindungan P,rkebnnan Iiwestasi Pakan 

SEKSI SEKSI 

'l SEKSI SEKSI 
Keti!nagaan Jlt:la."lg~PBsta 

l'«<g'"ldali"' l s~ Produksi H SOOI 
Oqanis:me htlgganggu 

Pengelolaan air Kesehatah Hewan 
r.nen·drul 

T~!OI'!j. 

lrigasi Pertonian ~Usaha 

SEI!SI SEKSI SEKSI SEKSI 
SEKsl · ~ SEKSI K'esmavet,. Metoda dan Pengelolahan dan Ga::!.zum u~Ca.P~«k 
!Up-.Jk.. P,rigolaban dan ~:Ub~.s:t!k!im.c!t:J. 

Pengolahan dan lnforinasi pemasaran hasil ~e~!eb~m Pestisi~i;;.dlln P,lnasaran Pemasaian 
Pembiayaan 

Salinan Sesu<li d<nganAslinya · 
GliBERNliR SULAWESI BARAT, 1anll8ll:l.V.'!!!!'i!!i 2017 
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Bagan 4.4 Struktur Organisasi Setelah restrukturisasi 
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B. Hasil Penelitian 

1. Aspek kelembagaan 

a. Struktur Organisasi 

Restrukturisasi organisasilkelembagaan pada Dinas Pertanian 

dilakukan atas terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah. Selain atas Peraturan pemerintah tersebut juga terdapat hal 

yang mempengaruhi terjadinya restrukturisasi kelembagaan yakni 

"adanya upaya untuk memaksiinalkan fungsi masing-masing lembaga, 
untuk penghematan anggaran dan adanya kebijakan implementasi 
peraturan" 

Hal ini diungkapkan oleh salah seorang pejabat eselon IV yang 

diwawancarai langsung oleh peneliti. Lebih lanjut di ungkapkan oleh 

Sekretaris Dinas bahwa terjadinya restrukturisasi organisasi pada Dinas 

Pertanian karena : 

"adanya indikator-indikator teknis yang belum terpenuhi dari dinas 
sehingga mengharuskan adanya penggabungan dari instansi yang 
serumpun yaitu Perkebunan dan Penyuluhan. 

Perubahan struktur orgamsas1 seyogyanya dapat terlihat setelah 

pelaksanaan restrukturisasi telah berjalan dalam waktu beberapa lama. 

Berdasarkan basil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian sebagaimana 

kutipan berikut : 

bahwa " struktur organisasi yang telah disusun belum memperlihatkan 
dampak yang signiflkan karena baru berjalan 1 tahun. Struktur organisasi 
ini masih dalam proses pembenahan". 

Hal yang sama diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Pertanian dalam 

kutipan berikut ini: 
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" Bahwa Struktur organisasi yang ada belum beljalan secara efektif, masih 
sementara proses penyesuaian, demikian pula halnya dengan jumlah sdm 
yang berkualitas dan ahli dalam bidang teknis. 

Hasil wawancara menggambarkan bahwa penggabungan dinas-dinas 

inenjadi Dinas Pertanian sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi 

Sulawesi Barat No 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan perubahan struktur 

organisasinya masih memerlukan pembenahan dalam penyusunan struktumya 

sehingga dapat mengakomodir semua tugas-tugas dan fungsi dari setiap 

bidang yang ada di organisasi tersebut. 

Pelayanan masyarakat sebagai tugas utama dari seorang ASN dapat 

terlihat dari segi profesionalnya menyelesaikan tugas-tugas dan fungsi sesuai 

yang diamanahkan kepadanya. Sesuai dengan hasil penelitian menunjukan 

persentase pelayanan yang maksimal terutama pada peningkatan pelayanan 

kesejahteraan petani yakni sebesar 98,91% sera pan anggaran. N amun 

menurut Kepala Bidang Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan 

menyatakan : 

bahwa "untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, 
struktur bidang masih dibawah standar disebabkan karena minimnya 
anggaran yimg diperoleh. Hal ini terjadi karena pemerataan penyebaran 
anggaran belum maksimal dan tidak dises~aikan dengan kebutuhan". 

-Lebih lanjut dikatakan bahwa : 

"Struktur organisasi yang telah disusun belum ideal karena terkadang ada 
kebijakan-kcbijakan yang pcrlu diambil namun tidak bisa terakomodir 
karena hanya sebatas bidang saja. Demikian pula timbulnya masalah
masalah akibat penggabungan ini diantaranya : 1) Penyebaran anggaran 
yang tidak proporsional sesuai dengan kebutuhan teknis masing-masing 
bidang; 2) Sebahagian pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak terlaksana 
karena · tidak memiliki anggaran ; dan 3) Anggaran yang seharusnya untuk 
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1 dinas menjadi satu bidang sangat tidak signifikan untuk peningkatan 
pemenuhan pelayanan kepada masyarakat". 

a. Tugas pokok dan fungsi. 

Restrukturisasi kelembagaan memberikan peruhahan pada tugas pokok 

dan fungsi (tupoksi) dari masing masing bidang yang terbentuk. Pelaksanaan 

tupoksi oleh kepala bidang dan seksi yang mengalami penggabungan otomatis 

memiliki hehan kerja yang lebih besar dan berat dihanding sebelum terjadinya 

restrukturisasi. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dinas mengatakan 

hahwa: 

"Dengan adanya peruhahan struktur mengakibatkan adanya double job 
dan overlapping kewenangan yang dilaksanakan oleh sehagian bidang dan 
seksinya karena adanya penggabungan dari dua hidang yang berbeda". 

Lanjut dijelaskan bahwa : 

"Terdapat masalah karena behan kerja yang banyak dan ditangani oleb 
satu kepala hidang juga kepala seksi masing-masing memiliki 
kewenanganltupoksi yang hesar dari sebelumnya. Behan kerja yang besar 
ini hila tidak dikoordinasikan dan tidak dihagi secara merata ke staf maka 
tupoksi tidak herjalan dengan maksimal. Minimalnya hila memiliki Eselon 
I di kementerian terdapat Eselon III di Provinsi". 

Selanjutanya dijelaskan lebib rinci oleh salah satu Pejahat Eselon IV 

yakni Kepala Subbagian Program dan Pelaporan bahwa : 

"Berdasarkan araban dari Kementerian Pertanian yang merupakan pihak 
yang· terlihat dalam pelaksanaan restrukturisasi khususnya di bawah 
lembaga naurtgannya bahwa setiap unit eselon I Pada Kementerin 
Perta11ian minimal diwakili oleh 1 unit eselon TJT pada OPD provinsi bagi 
yang masuk pada kategori A. Namun karena alas an beban kerja (terkait 
luas laban dan jumlah tenaga kerja) maka sector perkebunan mendapat 2 
porsi ,unit eselon III sebaliknya sector tanaman pangan dan hortikultura 
memiliki 2 unit eselon I di pusat, hanya memiliki porsi 1 unit eselon III di 
provinsi. Secara koordinasi sudah haik, namun ditinjau dari aspek hehan 
kerja,~ terdapat eselon III dan eselon IV yang memiliki hehan kerja yang 
berat ~an terdapat eselon III lainnya yang lehih ringan hehean kerjanya". 
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"Pasca restrukturisasi kelembagaan, tugas pokok dan fungsi pada bagian 
program dan pelaporan bertambah, yakni pada urusan subsektor 
perkebunan dan penyuluhan. Untuk mengantisipasi khususnya pada awal 
penggabungan kelembagaan, kami banyak berkoordinasi dengan pegawai 
yang berasal dari perkebunan dan penyuluhan serta meminta kepada 
pimpinan untuk menempatkan staf yang berasal dari bidang perkebunan 

· dan penyuluhann untuk masing-masing memngelola program dan 
pelaporan yang berkaitan dengan bidangnya". 

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Bidang Produksi Perkebunan 

yang merasa kewalahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang 

dibebankan kepadanya selaku Kepala Bidang. Diungkapkan bahwa 

Pelaksanaan tupoksi kurang efektif karena volume pekerjaan semakin besar 

pasca restrukturisasi sedangkan pemerataan staf ASN masih belum memenuhi 

kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yaitu hanya terdiri dari 13 orang 

ASN. Menurutnya tupoksi terlalu besar/gemuk sehingga pelaksanaannya 

kurang optimal. 

"Tupoksi terlalu besar/gemuk, bidang produksi memiliki tupoksi dibidang 
budidaya perkebunan namun juga melaksanakan tugas dalam hal 
Pemasaran dan Pengolahan Hasil perkebunan, Kelembagaan petani dan 
Data Statistik Perkebunan". 

Hasil wawancara mengenai keefektivan restrukturisasi kelembagaan 

terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada dinas pertanian secara 

umum memberikan gambaran bahwa tupoksi telah dilaksanakan namun belum 

memberikan hasil yang optimal. Masih perlu pembenahan dengan adanya 

susunan tupoksi yang saling tumpang tindih dan overlapping dengan bidang 

lain, demi tercapainya tujuan organisasi. 

2. Aspek Personil 

a. Eselonisasi. 
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Pelaksanaan tupoksi dalam struktur organisasi yang telah disusun 

menurutnya seperti dikutip dari basil wawancara berikut bahwa : 

"Jika ditinjau dari segi kewenangan (tupoksi), sudah melaksanakan 
tupoksi atau semua kewenangan yang ada bahk:an terdapat eselon III yang 
melaksanakan tupoksi yang hampir sama atau tumpang tindih tupoksi. 
Tetapi jika dilihat dari distribusilpemerataan beban kerja, terdapat unit 
eselon III yang beban kerjanya tidak merata yaitu ada yang padatlk:aya 
tupoksi da nada yang beban kerja yang ringan. 

Sedangkan Wawancara dengan kepala Bidang perbenihan dan 

Perlindungan Perkebunan mengungkapkan : 

" Pelaksanaan tupoksi Pembagian kewenangan tidak merata pada masing
masing bidang karena adanya tupoksi yang tidak muncul padahal sangat 
diperlukan yakni untuk prasarana dan sarana perkebunan tidak ada 
sehingga sangat sulit untuk mensinkronkan peningkatan produksi 
perkebunan". 

Dalam wawancara ini juga dijelaskan bahwa pelaksanaan tupoksi di 

bidangnya sudah berjalan namun belum optimal. Restrukturisasi telah 

memberikan dampak pada pelaksanaan tupoksi terutama pada frekwensi 

pelayanan kepada masyarakat sebagai tugas utama ASN seperti pada kutipan 

wawancara berikut : 

"Karena minimnya anggaran yang diterima menyebabkan frekwensi 
pelayanan kepada masyarakat juga berkurang. Kebutuhan luas laban yang 
harus mendapat perhatian khusus adalah pengendalian hama yang 
memiliki tingkat serangan yang berat membutuhkan dana yang tidak 
sedikit. 

Tanpa adanya koordinasi yang baik dari semua bidang dalam 

organisasi ini maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak dapat berjalan 

secara optimal. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Subbagian Program 

dan Pelaporan bahwa : 
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Penggabungan kelembagaan pada Dinas Pet1anian memberikan 

pengaruh nyata terhadap perubahan jumlah eselon yang terbentuk. 

Diantaranya dari 3 eselon II menjadi 1 eselon II, dari 7 eselon III menjadi 17 

Eselon terdiri dari 1 sekretaris dinas, 6 kepala bidang dan 10 kepala UPTD, 

serta Eselon IV dari 39 rnenjadi 50 pejabat eselon IV. 

Perampingan eselon ditingkat II dan bertambahnya eselon di tingkat 

IV ternyata belum marnpu rnengakornodir secara keseluruhan pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi di Dinas Pertanian. Hal ini sesuai dengan ungkapan 

dari hasil wawancara salah satu Pejabat Eselon IV bahwa: 

"beberapa program kerja dan kegiatan yang telah ditentukan telah 
dilaksanakan dengan baik dan efektif tapi masih terdapat program dan 
kegiatan yang masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya sehingga 
target output dan outcome yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik". 

Demikian pula pendapat dari pejabat esolon IV yang lain dalam 

kutipan berikut : 

"Bahwa dengan penggabungan ini, akan menimbulkan masalah ketika 
SDM yang ada tidak mampu melaksanakan/menjalankan tugas dan 
fungsinya dengan baik. Seyogyanya masing-masing eselon I lingkup 
Kementerian Pertanian rnemiliki sekurang-kurangnya 1 bidang ditingkat 
provinsi rnengingat besarnya anggaran yang harus dikelola dan disamping 
itu, provinsi Sulawesi barat merupakl:m salah satu sentra pengembangan 
pertanian yang san gat luas dan potensial". 

b. Penempatan pegawai. 

Kinerja suatu organisasi akan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi 

yakni mampu memberikan pelayanan publik yang prima sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi masing-masing bidang. Salah satu bentuk peningkatan 

kinerja dari organisasi daerah adalah dengan adanya penempatan pegawai 

yang sesuai dengan kompetensi, keahlian dan keterampilan yang dimiliki. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada salah 

seorang pejabat eselon N seperti kutipan berikut : 

"SDM yang ada pada subbagian ini belum sepenuhnya sesuai dengan 
kebutuhan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh sub bagian tersebut, 
karena lebih lanjut dikatakan bahwa pasca restrukturisasi dengan 
kelembagaan yang baru maka setiap pegawai harus meningkatkan kinetja 
dari sebelumnya akibat bertambahnya beban ketja yang ada". 

Demikian pula diungkapkan oleh Kepala Bidang Perbenihan dan 

Perlindungan perkebunan bahwa : 

"penempatan Pegawai seharumya didasarkan pada background masing
masing dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Di 
Bidang ini terdapat eberapa pegawai yang tidak memiliki background 
pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang teknis karena sekitar 50% non 
pertanian dan khusus untuk tenaga teknis san gat kurang". 

Pelaksanaan restrukturisasi pada Dinas pertanian akan betjalan dengan 

efektif hila melakukan persiapan-persiapan dalam prosesnya. Diantaranya 

seperti yang diungkapkan oleh salah satu pejabat eselon IV seperti pada 

kutipan hasil wawancara berikut ini : 

" Menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai, menempatkan 
SDM baik pejabat struktural maupun staf yang memiliki kompetensi yang 
diperlukan, menyususn program dan kebijakan yang tepat, mengatur 
alokasi anggaran yang tepat dan praporsional sesuai dengan kebutuhan 
masing-masing bidang, dan menyusun tugas pokok dan fungsi yang jelas 
untuk masing-masing bidang. 

C. PEMBAHASAN 

1. Aspek kelembagaan 

a. Struktur Organisasi 

Kelembagaan pada Dinas Pertanian telah mcngalami pcrubahan yang 

merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini merupakan turunan dari 
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Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Proses 

Restrukturisasi kelembagaan yang dilaksanakan pada Dinas Pertanian 

didasarkan juga dengan adanya Peraturan Daerah Provmsi Sulawesi Barat No 

06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Sulawesi Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas 

Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 

Restrukturisasi yang terjadi pada Dinas Pertanian merupakan kegiatan 

penggabungan beberapa 4inas yakni Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas 

Perkebunan dan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 

Kehutanan. Dengan adanya penggabungan tersebut, maka terjadi perubahan 

struktur organisasi dan penggabungan bidang-bidang. 

Perubahan regulasi merupakan dasar terjadinya penggabungan dinas-

dinas atau restrukturisasi, dimana pemerintah harus mengacu pada 

perundang-undangan yang bersangkutan dengan penataan struktur organisasi. 

Hal . inilah yang menjadi dasar utama sehingga terjadi restrukturisasi 

kelembagaan pada Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas perkebunan dan 

BAKORLUH. Berdasarkan PP No. 18 tahun 2016 pasal 18 ayat (3) dijelaskan 

bahwa Penggabungan Urusan Pemerintahan dinas Daerah Provinsi didasarkan 

.. 
atas perumpunan Urusan Pemerintah dengan kriteria: 

b. Kedekatan karasteristik Urusan Pemerintah; dan I atau 

c. Keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan pemerintahan. 

Struktur organisasi Dinas Pertanian mengalami perubahan yang sangat 

besar setelah adanya restrukturisasi kelembagaan yakni adanya penggabungan 
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Sehubungan dengan tujuan utama dari suatu organisasi pemerintah 

adalah merupakan pelayan publik sehingga struktur organisasi pemerintah 

tidak terkecuali Dinas Pertanian diharapkan dapat memberikan pelayanan 

kepada masyarakat di bidang pertanian sebaik-baiknya. Sesuai dengan hasil 

penelitian menunjukan persentase pelayanan yang maksimal terutama pada 

peningkatan pelayanan kesejahteraan petani yakni sebesar 98,91% serapan 

anggaran. 

Sangat perlu dipahami kiranya dalam melaksanakan restrukturisasi 

perlu mcmperhatikan bahwa struktur organisasi dikaitkan dengan misi yang 

hams diemban, strategi yang ditetapkan, tugas pokok dan fungsi yang 

mengakomodir semua bidang, tersedianya tenaga keija yang memiliki 

pengetahuan dan keterampilan s.ecara teknis, dukungan anggaran, serta 

tersedianya sarana dan prasarana keija. 

b. Tugas pokok dan fungsi. 

Restrukturisasi kelembagaan memberikan perubahan pula pada tugas 

pokok dan fungsi (tupoksi) dari masing masing bidang yang terbentuk. 

Pelaksanaan tupoksi oleh kepala bidang dan seksi yang mengalami 

penggabungan otomatis memiliki beban kerja yang lebih besar dan berat 

dibanding sebelum terjadinya restrukturisasi. 

Restrukturisasi telah memberikan dampak pada pelaksanaan tupoksi 

terutama pada frckucnsi pclayanan kcpada masyarakat sebagai tugas utama 

ASN. Berdasarkan hasil penelitian mengenai keefektifan restrukturisasi 

kelembagaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas 
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dua bidang dengan skala besar baik dari segi struktur dalam bidang maupun 

dari segi anggaran. Selain itu perubahan yang cukup besar juga terjadi dari 

dinas menjadi bidang seperti Dinas Perkebunan dan Bakorluh yang masing-

masing menjadi bidang Penyuluhan, bidang Produksi Perkebunan, bidang 

Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan. 

Jumlah bidang sebelum restrukturisasi maupun setelah restrukturisasi 

tidak berubah, namun yang mengalami perubahan adalah nama bidang berikut 

tugas pokok dan fungsi bidang masing-masing. Adapun bidang yang 

mcngalami perubahan adalah :1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, 

sebelumnya bidang ini terpisah yaitu bidang tanaman pangan dan bidang 

hortikultura dan 2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang awa!nya 

juga terpisah dari 2 bidang. Bidang yang mengalami perubahan dari badan 

menjadi bidang yaitu Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan menjadi bidang Penyuluhan. Sedangkan Dinas yang di merger ke 

Dinas Pert~ian adalah Dinas Perkebunan yang terdiri dari 2 bidang yakni 1) 

Bidang Produksi Perkebunan dan 2) Bidang Perbenihan dan Perlindungan 

Perkebunan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah dijelaskan bahwa Pembentukan perangkat daerah dilakukan 

atas dasar: a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan b. 

intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah; c. e:fisiensi; d. efektivitas; e. 

pembagian habis tugas-tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas dan h. 

fleksibilitas. 
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Pertanian secara umum memberikan gambaran bahwa tupoksi telah 

dilaksanakan namun belum memberikan hasil yang optimal. Masih perlu 

pembenahan dengan adanya susunan tupoksi yang saling tumpang tindih dan 

overlapping dengan bidang lain, demi tercapainya tujuan organisasi. 

Struktur organisasi yang telah disusun diharapkan dapat 

mengakomodir semua tugas-tugas dan fungsi dari bidang dan bermuara pada 

pelaksanaan restrukturisasi yang diinginkan. Sehingga tujuan dari organisasi 

dapat tercapai yakni pelaksanaan tugas dan fungsi dapat bexjalan efekti£ 

Namun kcnyataan yang tet.jadi berdasarkan hasil penelitian, susunan tupoksi 

dari masing-masing bidang masih perlu ditinjau ulang, disusun kembali agar 

tidak ada lagi tumpang tindih tupoksi antar bidang. 

Penataan kelembagaan terkait penyusunan struktur organisasi yang 

tepat seperti yang telah dilakukan pada Organisasi Dinas Pertanian nantinya 

akan memberikan sumbangan yang berarti khususnya dalam mengefektifkan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dan dilaksanakan sesua1 

dengan kebutuhan terhadap pelayanan kepada masyarakat. 

2. Aspek Personil 

a. Eselonisasi. 

Perampingari eselon ditingkat II dan III dan bertambahnya eselon di 

tingkat IV ternyata belum mampu mengakomodir secara keseluruhan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pertanian. 

Restrukturisasi yang tet.jadi diharapkan dapat memberikan efisiensi 

dari segi penggunaan anggaran khususnya pada belanja pegawai yaitu 

pemberian gaji hila ditinjau dari perampingan eselon khususnya eselon II dan 
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III. Namun beban kelja para pejabat eselon inijuga sangat besar dan dari basil 

wawancara terdapat beberapa keluhan tentang beban kelja ini. 

Pengangkatan eselon dari PNS dalam jabatan teknis tentunya harus 

berdasarkan pada ftlosofi "The Right Man on The Right Place/job" dimana 

PNS diangkat atau diberi jabatan harus tepat pada tempatnya. Penataan 

organisasi dalam lingkup pemerintahan daerah khususnya di Dinas Pertanian 

yang merupakan penempatan pegawai pada jabatan struktural merupakan 

bagian inttegral dari upaya reformasi birokrasi. Hal ini dilakukan oleh 

pemerintah daerah untuk mewujudkan Good Govemance pada pemcrintahan 

daerah yang bertumpu pada reformasi birokrasi, sumber daya manusia dan 

. . . 
manaJemen orgamsas1. 

Disamping penataan struktur kelembagaan organisasi, pemahaman 

akan posisi seorang pegawai yang menduduki suatu jabatan struktural 

tentunya harus mendalam yakni bagaimana agar dapat bekerja dan berdaya 

-serta berhasil guna demi tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu 

seseorang yang menduduki jabatan harus menduduki jabatan sesuai dengan 

posisi dan peranannya yang jelas dalam susunan organisasi pemerintah. 

Diperkuat oleh Teori Manajemen Sumber Daya Manusia bahwa penempatan 

tidak hanya berlaku pada pegawai yang baru menjadi PNS namun kepada 

semua pegawai harus menempati posisi jabatan yang sesuia dengan 

kompetensi dan keahliannya. 

Kenyataan yang teljadi dilingkup Dinas Pertanian sebagai lokasi 

penelitian penulis bahwa terdapat beberapa pejabat eselon III dan IV yang 

menempati posisi-posisi jabatan tidak memiliki kriteria penempatan pegawai 
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berdasarkan peraturan pemerintah mengenai pengangkatan pegawai pada 

suatu posisi a tau jabatan. Diantaranya Pejabat eselon IV dengan jabatan teknis 

bidang Peternakan diduduki oleh pejabat dengan latar belakang pendidikan 

sebagai Sarjana Pertanian. Demikian pula jabatan sebagai Kepala Subbagian 

keuangan di jabat oleh PNS dengan latar belakang pendidikan sebagai sarjana 

Pertanian yang seyogyanya diisi dengan pegawai dengan latar belakang 

pendidikan Sarjana Ekonomi atau Akuntansi. 

Dilema kemudian akan muncul dikala pelaksanaan tugas-tugas dan 

fungsi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini mcrupakan 

akibat dari penerapan konsep penempatan pejabat sesuai dengan jabatan yang 

tepat tidak dilaksanakan. Penyebab timbulnya masalah ini adalah karena 

ketersediaan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan ahli di 

bidangnya asih sangat minim. Sedangkan bebari kerja yang besar dan berat 

membutuhkan tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya 

sehingga pelaksanaan tugas-tugas dan fungsinya bisa dilaksanakan secara 

efektif dan efisien. 

b. Penempatan pegawai. 

Kinerja suatu organisasi akan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi 

yakni mampu memberikan pelayanan publik yang prima. sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi masing-masing bidang. Salah satu bentuk peningkatan 

kinerja dari organisasi daerah adalah dengan adanya penempatan pegawai 

yang sesuai dengan kompetensi, keahlian dan keterampilan yang dimiliki. 

Penempatan pegawai sejalan dengan terlaksananya restrukturisasi 

kelembagaan pada Dinas Pertanian setidaknya juga melakukan penyeleksian 
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staf sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Namun 

karena keterbatasan waktu dan pegawai yang memiliki keahlian teknis 

menyebabkan pendistribusian pegawai pada dinas Pertanian setelah 

restrukturisasi dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang pendidikan dan 

pengalamannya. Sehingga mempengaruhi kinerja pegawai yang berujung pada 

tidak efektifnya pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi yang diamanahkan. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisa penulis, pelaksanaan sesuai 

dengan kondisi dilapangan, tupoksi pada bidang-bidang teknis dilaksanakan 

olch pegawai yang sebagian besar tidak memiliki latar belakang pendidikan 

teknis yang sesuai. Hanya sedikit pegawai yang memiliki pendidikan yang 

sesuai dan hal ini menyebabkan pelaksanaan tupoksi dilakukan oleh orang-

orang tertentu saja. Behan kerja yang berat tidak bisa dibagi rata ke semua staf 

sehingga target capaian realisasi pekerjaan tidak bisa dilakukan dengan tepat 

waktu. Hal ini menunjukkan kinerja yang buruk bagi pegawai karena mereka 

dituntut untuk menyelesaikan target dengan cepat dan tanggap, namun itu tdk · 

tetpenuhi. Walaupun kenyataannya yang terlihat pada data tingkat pendidikan 

ASN di Dinas Pertanian setelah restrukturisasi meningkat baik dari tingkat 

Strata 2 terlebih pada tingkat Strata 1. 

Tingkat Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki masing~masing 

pegawai sangatlah beragam sehingga untuk penyelesaian tugas yang diberikan 

atau yang menjadi tanggungjawabnya juga beragam. Untuk itu pemberian 

beban kerja haruslah disesuaikan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat 

lebih efektif. 
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Untuk memenuhi tuntutan kinerja yang lebih baik, pendidikan dan 

pelatihan-pelatihan teknis merupakan salah satu program yang perlu 

dimasukkan ke dalam agenda peningkatan kinerja aparatur negara khususnya 

di semua bidang yang telah mengalami restrukturisasi. 

Dalam rangka peningkatan Produktivitas kerja dan mutu pelayanan 

yang menjadi tugas utama birokrasi pemerintah kepada masyarakat, 

semestinya disesuaikan dengan pengetahuan dan keterampilan para anggota 

birokrasi tersebut. Artinya, rendahnya produktivitas kerja dan mutu pelayanan 

tidak hanya disebabkan oleh tindakan dan perilaku yang disfungsional, akan 

tetapi karena tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan 

tuntutan tugas yang diamanahkan kepadanya. 

Proses restrukturisasi organisasi sebaiknya dilakukan secara matang, 

baik dalam aspek kelembagaan khususnya penyusunan struktur organisasi dan 

tupoksi serta dari aspek personil yakni penempatan pegawai. Karena dari 

semua aspek tersebut akan berpengaruh pada kinerja pegawai dan berujung 

pada pencapaian tujuan organisasi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Efektivitas 

Restrukturisasi Kelembagaan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pertanian 

Provinsi Sulawesi Barat dapat diambil kesimpulan sebagai berik:ut: 

1. Restrukturisasi kelembagaan memberikan perubahan pula pada tugas pokok 

dan fungsi (tupoksi) dari masing masing bidang yang terbentuk. Pelaksanaan 

tupoksi oleh kepala bidang dan seksi yang mengalami penggabungan 

otomatis memiliki beban kelja yang lebih besar dan berat dibanding sebelum 

terjadinya restrukturisasi. Restrukturisasi telah memberikan dampak pada 

pelaksanaan tupoksi terutama pada frekuensi pelayanan kepada masyarakat 

sebagai tugas utama ASN. Terungkap bahwa pelaksanaan tupoksi kurang 

efektif karena volume pekerjaan yang semakin besar pasca restrukturisasi 

sedangkan pemerataan staf ASN masih belum memenuhi kebutuhan 

pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok dan fungsi disetiap bidang pada 

Dinas Pertanian telah dilaksanakan namun kurang optimal. 

2. Penggabungan kelembagaan pada Dinas pertanian memberikan dampak 

terhadap perubahan jumlah eselon yang terbentuk, namun perampingan yang 

terjadi belum mampu mengakomodir secara keseluruhan. pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi di Dinas Pertanian. 

3. Kinerja suatu organisasi akan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi yakni 

mampu memberikan pelayanan publik yang prima sesuai dengan tugas pokok 
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dan fungsi masing-masing bidang. Salah satu bentuk: peningkatan kineJ:ja dari 

organisasi daerah adalah dengan adanya penempatan pegawai yang sesuai 

dengan kompetensi, keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Penempatan 

pegawai sejalan dengan terlaksananya restrukturisasi kelembagaan pada 

Dinas Pertanian setidaknya juga melakukan penyeleksian staf sesuai dengan 

latar belakang pendidikan dan pengalaman keJ:ja. Namun karena keterbatasan 

waktu dan pegawai yang memiliki keahlian teknis menyebabkan 

pendistribusian pegawai pada dinas Pertanian setelah restrukturisasi 

dilakukan tanpa mcmperhatikan latar belakang pcndidikan dan 

pengalamannya. Sehingga mempengaruhi kineJ:ja pegawai yang berujung 

pada tidak efektifnya pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi yang diamanahkan. 

B. Saran 

1. Diharapkan para pejabat yang berwewenang pada lingkup Dinas Pertanian 

untuk melakukan upaya pembenahan dalam penyusunan struktur organisasi 

sehingga dapat mengakomodir semua tugas-tugas dan fungsi dari setiap 

bidang yang ada berdasarkan tupoksi dan uraian tugasnya. 

2. Dinas pertanian diharapkan dapat meninjau kembali dan melakukan 

penyusunan ulang tugas pokok dan fungsi yang ada pada bidang-bidang agar 

tidak teJ:jadi lagi tumpang tindih kewenangan antar bidang. 
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PEDOMAN W AW ANCARA 
'' EFEKTIVITAS RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN TERHADAP 

KINERJA PEGAW AI PADA DINAS PERTANIAN PROVINSI 
SULAWESI BARAT" 

Kata Kunci: 

1. Restrukturisasi kelembagaan 

2. Efektivitas 

3. Kinerja pega wai 

A. RESTRUKTURISASIKELEMBAGAAN 

1. Menurut Bapak/Ibu, factor - factor yang mendukung terjadinya 

restrukturisasi ke1embagaan 

2. Pihak - pihak mana yang terlibat da1am pelaksanaan restrukturisasi 

kelembagaan ini. 

3. Apa yang menjadi dasar penggabungan Dinas Pertanian dan Petemakan, 

Perkebunan dan BAKORLUH menjadi DIN AS PERT ANIAN. 

4. Adakah ada persiapan yang perlu disiapkan agar kebijakan pelaksanaan 

restrukturisasi dapat mencapai tujuan organisasi secara optimal. 

5. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap perubahan struktur organisasi 

pada Dinas Pertanian. 

6. Apakah Struktur organisasi yang telah disusun sudah melaksanakan semua 

kewenangan (tupoksi) yang ada secara efektif dan efisien. 

7. Menurut Bapak/Ibu, Struktur organisasi/kelembagaan yang bagaimana 

yang ideal. 
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8. Apakah dengan bergabungnya 2 Dinas dan 1 Lembaga yang masing -

masing memiliki eselon 1 dan anggaran yang sangat besar ke dalam Dinas 

Pertanian tidak menimbulkan masalah? 

9. Bagaimana kesesuaian antara struktur organisasi yang telah ada pada saat 

'I ini dengan misi yang harus dijalankan oleh organisasi dalam mencapai 

tujuan? 

10. Bagaimana pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi organisasi saat ini (Pasca 

restrukturisasi kelembagaan) 

11. Bagaiman Sistcm pcmbagian kcwcnangan pada masing - masing bidang 

pada Dinas Pertanian. 

B. EFEKTIVITAS 

1. Bagaimana tingkat efektivitas peayanan kepada masyarakat sebagai tugas 

utamaASN. 

2. Menurut Bapakllbu, Apakah dengan restrukturisasi kelembagaan ini telah 

memberikan dampak terhadap pelaksanaan Tugas 0 tugas dan Fungsi ASN 

di lingkup Dinas Pertanian ini. 

3. Bagaimana Volume Pekerjaan pasca restrukturisasi Kelembagaan dan 

Bagaimana realisasi saat ini. 

4. Bagaimmana pelaksanaan program kerja Bidang - bidang pada dinas 

pertanian saat ini 

5. Bagaimana system yang diterapkan pada pelaksanaan program kerja dan 

kegiatan pada dinas Pertanian saat ini. 

6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana program Dlnas Pertanian dalam rangka 

peningkatan perekonomian kerakyatan. 
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C. KINERJA ASN/PEGA W AI 

1. Bagaimana pengaruh restrukturisasi kelembagaan terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Pertanian saat ini. 

2. Bagaimana proses penyususnan program kerja dan kegiatan pada Dinas 

Pertanian. 

'! I 3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana SDM yang ada pada Dinas Pertanian. 

4. Bagaimana pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian saat ini. 

5. Bagaimana kompetensi SDM yang ada pada Dinas Pertanian. 

6. Aoakah Program Kerja · dan Kegiatan yang tclah ditetapkan telah 

terlaksana secara efektif dan mencapai tujuan organisasi? 

7. Bagaimana system penempatan pegawai pada Dinas Pertanian saat ini 

8. Bagaimana system kerja pada Dinas Pertanian. · 

9. Bagaimana Pelayanan kepada masyarakat untuk saat 'ini berdasarkan tugas 

pokok dan Fungsi masing - masing Bidang. 

I 

, I 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Teknik: observasi digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian 

untuk menggali semua aspek yang berkaitan dengan kebutuhan data peneliti yaitu: 

1. Bagaimana kondisi gedung perkantoran. 

2. Bagaimana sarana dan prasarana. 

3. Bagaimana kondisi/suasana dalam proses bekerja pegawai. 

4. Bagaimana kondisi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. 

5. Bagaimana koordinasi .antar pegawai. 

6. Bagaiman penempatan pegawai dilingkungan penclitiuan. 

7. Bagaimana kinerja pegawai. 
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